
PEMERINTAH USULKAN TIGA 
RUU BARU PROLEGNAS 2021
Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna Laoly (kanan) ber-
bincang dengan Ketua Badan 
Legislasi DPR Supratman Andi 
Atgas usai mengikuti rapat 
kerja di kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Senin (23/11). 
Dalam raker itu pemerintah 
mengusulkan tiga Rancang-
an Undang-Undang (RUU) 
baru untuk dimasukkan ke 
dalam Program Legislasi Nasi-
onal (Prolegnas) Prioritas 2021 
yakni RUU tentang Hukum 
Acara Perdata, RUU tentang 
Wabah, dan RUU tentang 
Pengembang an dan Pengu-
atan Sektor Keuangan (Om-
nibus Law Sektor Keuangan).

IDN/ANTARA 
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MUI: Kerja Keras 10 Bulan Hancur
karena Kerumunan dalam Sepekan Ini
Kerja keras pemerintah bersama-sama 
rakyat Indonesia dalam sepuluh bulan 
ini, dihancurkan begitu saja oleh  ke-
giatan-kegiatan kerumunan yang terjadi 
dalam satu pekan terakhir ini.

sejak Maret 2020 dan dipimpin 
Ketua Satgas Penanganan Co-
vid-19 Letjen Doni Monardo.

Acara ini menjadi istime-
wa, karena sejumlah  tokoh 
agama hadir. Selain unsur 
pimpinan MUI, juga hadir per-
wakilan dari Nahdlatul Ulama, 
Muhammadiyah, organisasi 
keagamaan Kristen, Katholik, 
Hindu, Budha dan Konghucu.

MUI, menurut Ramly, 
berkomitmen terus mendu-
kung dan meminta Satgas 
mengedepankan aksi penyela-
matan jiwa manusia.

“Umat Islam tahu betul, 
untuk dan atas nama penyela-
matan jiwa manusia, yang wajib 
pun bisa diringankan. Wajib 
sholat jumat di masjid bisa di-
lakukan di rumah. Idul Fitri di 
lapangan, bisa di rumah. Wajib 
merapatkan shaf  saat shalat 
berjamaah, bisa diatur men-
jadi berjarak. Itu semua atas 

nama dan demi penyelamatan 
manusia. Dalilnya pun jelas, 
baik dalil naqli maupun dalil 
aqli. Baik yang bersumber dari 
Alquran dan hadits maupun 
pemikiran ulama,” tegasnya.

Ramly menyebut,  tak 
kurang dari 12 fatwa sudah 
dikeluarkan MUI terkait situasi 
pandemi. Antara lain, tata cara 
sholat bagi tenaga kesehatan 
yang tengah melakukan per-
awatan terhadap pasien Co-
vid-19. Berikutnya, fatwa men-
genai pemulasaraan jenazah 
Covid-19, lalu sholat idul fi tri 
dan sholat idul adha di rumah 
masing-masing, dan banyak 
fatwa lain.

Keprihatinan serupa dis-
ampaikan Perwakilan PBNU 
yang dihadiri dr M. Makky Za-
mzami, Ketua Satgas Covid-19 
PBNU. Menurutnya, PBNU 
berharap kejadian serupa tidak 
akan terulang.

Bukan hanya itu, tutur 
Makky, sudah selayaknya Sat-
gas dan segenap pemangku 
kepentingan penanganan Co-
vid-19 melakukan langkah 
kebijakan antisipasi terhadap 
musim libur akhir tahun 2020, 
bulan depan.

Mencermati kondisi psikis 
masyarakat yang berada pada 
tingkat kelelahan akut men-
jalani kehidupan sulit di masa 
pandemi, diperlukan strategi 
pendekatan yang diperbarui. 
Dengan begitu, bentuk komu-
nikasi dan cara-cara sosialisasi 

tidak monoton.
“Bila perlu, disesuaikan 

dengan kearifan lokal. Pesan-
pesan protokol kesehatan, 
lebih baik jika dibuat berbeda 
antara satu bulan dan bulan 
yang lain. Bentuk, cara, dan 
strateginya berbeda, tetapi 
tujuannya sama,” kata Makky.

Pembicara lain adalah Arif  
Nur Kholis, Sekretaris Satgas 
Covid-19 PP Muhammadi-
yah. Dia melaporkan, dari 82 
rumah sakit Muhammadiyah 
yang tersebar di seluruh Ta-
nah Air, saat ini telah merawat 
17.000 pasien Covid-19. Angka 
penambahan korban corona 
terus betambah dari hari ke 
hari. Point penting adalah 
perubahan perilaku.

Grafi k perubahan perilaku 
menuju masyarakat yang di-
siplin menerapkan protokol 
kesehatan pada kenyataannya 
naik-turun. Untuk itu perlu 
terus digencarkan kampanye 
perubahan perilaku melalui 
berbagai tema. Menurutnya, 
semakin tinggi tingkat kepatu-
han masyarakat, maka tidak 
diperlukan pendekatan den-
gan cara-cara keras dan tegas. 
Demikian pula sebaliknya.

Kampanye perubahan 
perilaku bukan tanpa ham-
batan. Hal yang sangat disesal-
kan adalah perilaku elite yang 
ada kalanya justru menurunkan 
persepsi masyarakat terhadap 
tingkat kepatuhan menjalank-
an protokol kesehatan.  han

JAKARTA (IM) - Majelis 
Ulama Indonesia menyesal-
kan terjadinya kerumunan 
massa yang memperbesar 
risiko penularan Covid-19 dan 
menyerukan kasus serupa tidak 
terulang.

Wasekjen MUI Nadjamud-
din Ramly mengatakan peristi-
wa kerumunan itu, tak ubahnya 
seperti hendak menghancur-
kan kerja keras semua pihak 
dalam 10 bulan terakhir dalam 
menanggulangi pandemi.

“Kita sangat menyesalkan, 
kerja keras sepuluh bulan 

dihancurkan oleh kegiatan-
kegiatan kerumunan dalam 
satu pekan terakhir,” tegas 
dalam Rapat virtual Satgas 
Penanganan Covid-19 yang 
diikuti lebih dari 500 peserta, 
Minggu (22/11), yang berakhir 
hampir tengah malam.

Selain diikuti unsur Sat-
gas berbagai daerah, BPBD, 
unsur TNI/Polri dan Dinas 
Kesehatan, utamanya yang 
ada di Provinsi DKI Jakarta, 
Jawa Barat, dan Banten. Rapat 
rutin setiap hari minggu malam 
seperti ini sudah berlangsung 

KPK Panggil Petinggi Perusahaan Swasta
Terkait Kasus  Suap “Ketok Palu” di Jambi

Jambi tersebut mempunyai 
peran masing-masing untuk 
memuluskan ketok palu penge-
sahan RAPBD Provinsi Jambi 
tahun 2018.

Perannya tersebut meliputi 
meminta uang, menagih kes-
iapan uang, melakukan perte-
muan, hingga meminta uang 
ketok palu.  han

JAKARTA (IM) – Pe-
nyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) kembali men-
gagendakan pemeriksaan ter-
hadap sejumlah saksi terkait 
kasus suap pengesahan alias 
“ketok palu” RAPBD Jambi 
tahun anggaran 2017. Para 
saksi rencananya diperiksa di 
Mapolda Jambi.

“Hari ini, bertempat di 
Kantor Polda Jambi, Jalan 
Jenderal Sudirman Nomor 
45 Kota Jambi, diagendakan 
pemeriksaan para saksi penyidi-
kan dalam perkara pengemban-
gan dugaan suap pengesahan 
RAPBD Jambi TA 2017,” kata 
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri 
melalui pesan singkatnya, Senin 
(23/11).

Saksi-saksi yang akan di-
periksa di Mapolda Jambi, Senin 
(23/11( yaitu, Ali Tonang alias 
Ahui (Direktur PT Chalik Su-
leiman Bersaudara), Joe Fandy 
alias Asiang (Direktur Utama 
PT Sumber Swarnanusa), Lily 
(Komisaris PT Chalik Suleiman 
Bersaudari), Budi Nurahman 
(Mantan Kabid Bina Marga 
Dinas PUPR Jambi).

Kemudian, Hendri (Di-
rektur Utama PT Sinar Utama 
Indah Lestari Abadi),  Hendri 
Eriadi (Kasi Perencanaan Tata 
Ruang dan Pertanahan pada 
Dinas PUPR Propinsi Jambi),  
Lina (Direktur PT Sumber 
Sumber Swarnanusa), Norman 
Robert(Karyawan Swasta), 
Rudy Lidra Amidjaja (Direk-
tur Utama PT Rudy Agung 
Laksana).

Selanjutnya, Andi Putra 
Wijaya (Direktur Utama PT 

Air Tenang), Kendrie Aryon 
alias Akeng (Direktur Utama 
PT Perdana Lokaguna), Amidy 
(Mantan Kepala Badan Peng-
hubung Daerah Provinsi Jambi 
di Jakarta), serta dua wiras-
wasta, Ismail Ibrahim dan Apif  
Firmansyah.

Sekadar informasi, KPK 
tengah melakukan penyidi-
kan terkait pengembangan 
kasus dugaan suap pengesahan 
RAPBD Jambi tahun anggaran 
2017. Sejalan dengan adanya 
proses penyidikan, KPK telah 
menetapkan tersangka baru 
dalam kasus ini.

Sayangnya, KPK masih 
enggan membeberkan sia-
pa saja tersangka baru dalam 
pengembangan perkara ini. 
“Untuk pihak-pihak yang 
ditetapkan sebagai tersangka, 
belum bisa kami sampaikan saat 
ini,” ucap Ali Fikri, beberapa 
waktu lalu.

Sebelumnya, KPK telah 
lebih dulu menetapkan 12 
anggota DPRD Jambi dan satu 
pihak swasta sebagai tersangka 
dalam kasus dugaan suap ke-
tok palu pengesahan RAPBD 
Provinsi Jambi tahun 2018 yang 
menyeret mantan Gubernur 
Jambi, Zumi Zola Zulklifl i.

Sebanyak 13 tersangka 
tersebut yakni, Ketua DPRD 
Jambi, Cornelis Buston; Wakil 
Ketua DPRD Jambi, AR Syah-
bandar dan Chumaidi Ziadi; 
Ketua Fraksi Golkar, Sufardi 
Nurzain; Ketua Fraksi Restora-
si, Nurani Cekman; serta Ketua 
Fraksi PKB, Tadjudin Hasan.

Selanjutnya, Ketua Fraksi 
PPP, Parlagutan Nasution; Ket-
ua Fraksi Gerindra, Muhama-
diyah; Pimpinan Komisi III, 
Zainal Abidin; Anggota DPRD, 
Elhelwi; Gusrizal, Effendi 
Hatta, dan pihak swasta Joe 
Fandy Yoesman alias Asiang.

Diduga, para legislator 

Ratas, Jokowi Tagih Laporan
Perencanaan Vaksinasi Covid-19

JAKARTA (IM)  - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
menagih perencanaan dan 
peta jalan atau roadmap 
vaksinasi massal Covid-19, 
dalam rapat terbatas di Ista-
na Merdeka, Jakarta, Senin 
(23/11). Sebabnya, sampai 
saat ini Jokowi belum mem-
peroleh perencanaan program 
vaksinasi secara detail dari 
para menterinya.

“Saya minta laporan yang 
pertama mengenai vaksin, ini 
sampai di tangan kita kapan 
karena ini sudah (berjalan) 
prosesnya. Mestinya proses 
administrasi, pembayaran 
sudah dilakukan,” kata Jokowi 
saat membuka rapat.

“Kemudian kesiapan vak-
sinasi juga sudah berapa pers-
en yang menyangkut proses 
distribusi, persiapan untuk 
cold chain, seller-nya seperti 
apa dan proses administrasi 
menuju ke tahapan-tahapan di 
BPOM dan berkaitan dengan 
emergency use authorization 
seperti apa,” tuturnya.

Jokowi juga meminta 
simulasi vaksinasi Covid-19 
di lapangan hingga unit ter-
kecil harus terus dilakukan, 
sehingga program tersebut 
dapat berjalan lancar.

Ia mengatakan bakal 
memantau kesiapan jajaran-
nya dalam melaksanakan 
program vaksinasi massal 
Covid-19.

“Dan paling penting 
menurut saya terus dilihat, 
dievaluasi mekanisme proses 
distribusi vaksin. Itu yang 
menurut saya paling penting 
agar perjalanan vaksin ke 
daerah ini bisa berjalan aman 
dan lancar,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Juru Bicara 
Satuan Tugas Penanganan 
Covid-19 Wiku Adisasmito 
menyatakan, saat ini peta jalan 
vaksinasi Covid-19 dalam 
tahap fi nalisasi.

Wiku mengatakan bah-
wa peta jalan mencakup 
pengecekan kandidat vaksin 
dan penyusunan tahapan pri-
oritas penerima vaksin.  mei

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Badan Legislasi ( Baleg) 
dari Fraksi Partai Gerindra 
Muhammad Syafi ’i memper-
tanyakan usulan pemerintah 
yang ingin mengeluarkan 
Rancangan Undang-undang 
Kitab Undang-undang Hu-
kum Pidana ( RKUHP) dan 
RUU Pemasyarakatan dari 
Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) Prioritas 2020.

Sebab, menurut Syafi’i, 
RKUHP dan RUU Pema-
syarakatan sangat dibutuhkan 
dalam menyelesaikan masalah 
over kapasitas di Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas).

“Ternyata peluang un-
tuk mengurangi penghuni 
lapas itu ada di RKUHP 
dan bagaimana menangani 
masyarakat di Lapas itu ada 
di RUU Pemasyarakatan,” 
kata Syafi ’i dalam rapat Baleg 
dengan Kemenkumham ter-
kait penyusunan Prolegnas 
Prioritas 2021, Senin (23/11).

Syafi ’i juga mengatakan, 
RKUHP sudah hampir 30 
tahun dibahas di DPR dan 
tahap selanjutnya adalah 
pembicaraan tingkat 2 di 
DPR. Menurut Syafi ’i, banyak 
aparat penegak hukum yang 
menginginkan agar RKUHP 
dan RUU Pemasyarakatan 
tersebut dapat segera dis-
elesaikan. Oleh karenanya, 
ka ta Syafi’i, argumentasi 
penundaan penyelesaian dua 
RUU tersebut sangat lemah. 
“Saya kira akan sangat lemah 
kalau, apapun argumentasi, 
kalau kita tunda penyelesaian 
RKUHP dan RUU PAS,” 
ujarnya.

Sementara itu, anggota 
Baleg dari Fraksi Partai 
Nasdem Taufi k Basari men-
gatakan, meski RKUHP dan 
RUU Pemasyarakatan tak 
masuk di dalam Prolegnas 
Prioritas 2021, pemerintah se-
baiknya melakukan dialog dan 
menyerap aspirasi masyarakat 

seluas-luasnya.
“Jadi diskursusnya kita 

maanfaatkan, jadi saya mau 
ambil ini sebagai hikmah, ke-
tika ini tidak masuk prolegnas 
prioritas 2021, hikmahnya 
adalah gunakan itu sebagai 
sarana kita melakukan ko-
munikasi dan tentu paling 
bisa di depan ya pemerintah, 
membuat diskusi, dialog lagi,” 
kata Taufi k.

Menanggapi hal tersebut, 
Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna Laoly menyetujui 
usulan Baleg untuk dilaku-
kan sosialisasi RKUHP dan 
RUU Pemasyarakatan kepada 
masyarakat.

 “Baiklah, kita gunakan 
waktu ini juga untuk sosial-
isasi dulu dan sementara kita 
mempriotitas ini, karena UU 
ini kan carry over, mudah saja 
buat kita untuk mengangkat-
nya kembali,” kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, 
terkait kepadatan kapasi-
tas yang terjadi di Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) 
disebabkan karena isi Lapas 
didominasi narapidana nar-
koba. Oleh karenanya, kata 
Yasonna, pemerintah menga-
jukan perubahan dalam RUU 
Narkotika ke DPR.

“Nah itu kunci pokoknya, 
dan dengan adanya hukuman 
alternatif, konsep restorative 
justice di KUHP itu juga 
sangat menolong nantinya,” 
ujar Yasonna.

Sebelumnya, pemerin-
tah melalui Kemenkumham 
mengusulkan RKUHP, RUU 
Pemasyarakatan dan RUU 
Badan Pemeriksaan Keuan-
gan (BPK) dikeluarkan dari 
Prolegnas 2021. Hal tersebut 
disampaikan Ketua Badan 
Legislasi Supratman Andi 
Agtas dalam rapat dengan 
Menkumham Yasonna Laoly 
terkait penyusunan Prolegnas 
Prioritas 2021, secara virtual, 
Senin (23/11).  han

Gerindra Pertanyakan Usul Pemerintah
Cabut RKUHP dan RUU PAS dari Prolegnas

JAKARTA (IM) - Ketua 
Umum Partai Nasdem Surya 
dikabarkan terinfeksi positif  
Covid-19.

Kabar tersebut dibenar-
kan Ketua Bidang Media dan 
Komunikasi Publik DPP Par-
tai NasDem Charles Meiky-
ansah saat dikonfi rmasi, Senin 
(23/11).

“ Te r n y a t a  m e m a n g 
perkembangannya begitu 
(terpapar Covid-19), bahwa 
kondisi ketum kami Bapak 
Surya Paloh memang diketa-
hui Covid-19,” kata Charles.

Charles mengatakan, saat 

ini keadaan Surya stabil dan 
memerlukan perawatan lebih 
lanjut di Rumah Sakit Pusat 
Angkatan Darat (RSPAD), 
Jakarta.

“Keadaannya baik dan 
stabil saat ini dalam observasi 
dan perawatan untuk pengo-
batan lebih lanjut,” ujarnya.

 Sebelumnya, pada Rabu 
(18/11) Surya Paloh dikabar-
kan terkena demam berdarah 
dan dirawat di RSPAD.

“Trombosit Pak Surya 
memang menurun meski 
masih dalam batas normal,” 
kata Charles.  han

Surya Paloh Dinyatakan Positif
Terpapar Virus Korona

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan akan dialihkannya 
saham-saham dalam PT. GARUDA 
NIKEL INDONESIA, berkedudukan   
di Jakarta Selatan (“Perseroan”) yang 
menyebabkan beralihnya pengendalian 
terhadap Perseroan, dan untuk 
memenuhi ketentuan Pasal 127 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas dengan ini 
diumumkan kepada masyarakat dan 
pihak-pihak yang mempunyai kepentin-
gan untuk  mengajukan klaim dan/atau 
keberatannya kepada Perseroan 
disertai dengan bukti-bukti, 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
hari sejak tanggal pengumuman. Klaim 
dan/atau keberatan diajukan kepada 
Direksi Perseroan di:

Menara Bidakara 1 Lantai 9
Jl. Gatot Subroto Kavling 71-73

Jakarta Selatan
Up. Direksi

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 24 Nopember 2020
Direksi

PT. GARUDA NIKEL INDONESIA

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa, Perseroan Terbatas PT. BAHTERA 
CITRA ASIA yang Notulen Rapatnya dimuat 
dalam  Akta PKR tertanggal 08 September 
2020 No. 09 dibuat dihadapan   
MAKMUN,SH.,MKn, Notaris di Kota 
Tangerang, telah diputuskan untuk 
MEMBUBARKAN Perseroan. 
Sesuai Ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 
Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
perseroan Terbatas, para Kreditur yang 
mempunyai tagihan kepada Perseroan 
harap segera membereskan tagihan dalam 
jangka  dalam waktu 60 (enam puluh) hari 
terhitung sejak tanggal pengumuman ini di 

RW. 012, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, 
Jakarta Utara

Jakarta,24 November 2020
Likuidator PT. BAHTERA CITRA ASIA 

PENGUMUMAN 

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal  : Rabu, 16 Desember 2020
Waktu       : 10.00 WIB - selesai

                Jl. Raya Bekasi Km. 28,5 Bekasi Barat 17133   

Penjelasan mata Rapat : 

Direktur. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Catatan untuk Rapat :
1. Perseroan tidak mengirimkan Undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan 

ketentuan pasal 21 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan. 

Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam 

mekanisme eASY.KSEI. 

 

mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Rapat diselenggarakan.

4.  a.  Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk  memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

ruangan Rapat.
 

diselenggarakan.

yang menghadiri Rapat.

Direksi Perseroan

IDN/ANTARA 

RENCANA PEMBELAJARAN TATAP MUKA
Siswa Sekolah Dasar mengikuti pembelajaran 
daring melalui aplikasi whatsapp di Palem-
bang, Sumsel, Senin (23/11). Pemerintah me-
lalui SKB empat menteri yaitu Mendikbud, 
Menkes, Menag, dan Mendagri membolehkan 
sekolah melakukan pembelajaran tatap muka 
pada semester genap mendatang dengan 
sejumlah ketentuan dan kebijakan masing 
masing pemerintah daerah.


